lembaga legidatif dan eksekutif untuk mengeluarkan peraturan sebagai
atas pelaksanaan hibah setelah diterbitkannya Undang-Undang 32 Tahun
2014 sehingga diharapkan menjadi angin segar bagi masyarakat terutama
pembudidaya ikan dalam meningkatkan taraf hidup mereka. Kedua,
memberikan subsidi kepada kelompok masyarakat pembudidaya ikan
dalam pengurusan sertifikat berbadan hukum. Ketiga, memberikan
sosidisas secara intensif dan simultan bagi kelompok masyarakat

pembudidaya ikan.

B. Saran

Dari ssimpulan di atas, sehubungan dengan pembahasan tesis ini saran
yang dapat penulis sampaikan sekiranya dapat bermanfaat khususnya dalam
pelaksanaan hibah kepada kelompok masyarakat pembudidaya ikan adalah

sebagai berikut :
1. Perlunya intensitas dalam memberikan sosialisasi kepada kelompok
masyarakat pembudidaya utamanya seiring telah diterbitkannya undang-
undang baru yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Dagerah.

132



2. Perlunya sesegera mungkin mengeluarkan Peraturan Daerah atau
Keputusan Bupati dan atau peraturan lainnya yang bertujuan pedoman
dalam penyelenggaraan dan atau pelaksanaan bantuan hibah yang berasal

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
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